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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia memiliki penduduk lebih dari 269,6 juta jiwa di mana menurut 

catatan statistik sejumlah lebih dari 185,34 juta jiwa adalah usia 

produktif(databoks.katadata.co.id). Jumlah penduduk usia produktif saat ini masih 

banyak yang menganggur dikarenakan terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan. 

Munculnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu 

yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Negara – negara maju dan 

makmur memiliki jumlah wirausaha yang cukup banyak dan mampu menyerap 

tenaga kerja mereka. Bahkan kesempatan untuk berwirausaha di negara maju 

sangat besar (Febriyanti dan Wardhani, 2018). 

UMKM saat ini memang sangat berkontribusi bagi perekonomian 

Indonesia, akan tetapi dalam praktiknya perkembangan UMKM tidak selalu 

berjalan dengan baik. Kadang kala banyak sekali rintangan dan halangan yang 

harus dihadapi oleh pelaku UMKM. Tantangan yang dihadapi para pelaku 

UMKM terbagi menjadi dua, yaitu tantangan dari sisi internal atau dari sisi 

keadaan pengusaha itu sendiri, dan juga tantangan dari sisi eksternal atau dari sisi 

keadaan lingkungan luar. Tantangan dari sisi eksternal yang harus dihadapi para 

pelaku UMKM beberapa diantaranya adalah infrastruktur dan akses. Tantangan 

dari sisi internal yang harus dihadapi para pelaku UMKM beberapa diantaranya 

mengenai masalah permodalan, sumber daya manusia, hukum dan juga 

akuntabilitas (Sujarweni, 2019:19). 
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Terkait dengan kendala akuntabilitas sebagian besar UMKM belum 

menyelenggarakan pencatatan akuntansi, apalagi sampai membuat laporan 

keuangan. Pengusaha UMKM yang memiliki data akuntansi dapat dijadikan dasar 

yang andal bagi pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha kecil 

dan menengah, antara lain keputusan pengambilan pasar, penetapan harga dan 

kemampuan usahanya dalam mendapatkan laba(Febriyanti dan Wardhani,2018). 

Terkait akses permodalan banyak bank di Indonesia yang mengungkapkan 

masalah perkreditan untuk menambah modal usaha UMKM. Laporan keuangan 

Provinsi Jawa Tengah Mei 2019 menyatakan bahwa upaya perbankan dalam 

peningkatan akses pembiayaan kepada UMKM di Jawa Tengah semakin baik. 

Pertumbuhan kredit UMKM di Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 10,64% 

pada triwulan 1 2019, meningkat terbatas dibanding triwulan sebelumnya yang 

sebesar 10,22% (Bank Indonesia, 2019). Namun, masalah klasik yang dihadapi 

UMKM dalam permasalahan akses perkreditan bank adalah UMKM dinilai 

feasible yang berarti layak usaha tetapi juga UMKM dinilai tidak bankable yang 

berarti tidak layak kredit. 

Pelaku UMKM masih berkutat dengan masalah klasik UMKM yang kerap 

dinilai tidak mampu memenuhi syarat perbankan (bankable). Secara prospek, 

banyak UMKM memiliki usaha yang layak untuk diberikan akses perbankan 

(feasible) akibatnya tidak semua UMKM mampu mengakses kredit usaha rakyat 

(KUR). Hal ini pernah menjadi bahasan dalam rapat kerja antara pemerintah, 

Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan terkait KUR di Jakarta pada februari 

2017. Dari segi pemerintah mengkritik bank-bank justru lebih senang 
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menyalurkan dana besar kepada satu pengusaha yang bankable daripada 

menyalurkan kepada ribuan para pelaku UMKM yang tidak bankable, sedangkan 

dari segi bank masih menilai ada potensi besar administrasi dan kredit bermasalah 

yang dihadapi bila menyalurkan kredit kepada UMKM (www.kompas.com). 

Pada tahun 2018 LPDB (lembaga pengelola dana bergulir) KUMKM juga 

dinilai bisa menghambat pemberdayaan pengembangan para pelaku koperasi dan 

UMKM jika cenderung lambat dalam mengucurkan kredit dana bergulir. LPDB 

dituntut untuk bisa menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan yang 

mendukung UMKM yang sudah feasible tapi belum bankable, peran LPDB 

KUMKM saat ini sangat strategis karena menjembatani UMKM yang belum 

bankable, diberi pinjaman sampai kemudian meningkat taraf usahanya sehingga 

kemudian bisa mengakses perbankan secara komersial. Namun pemerintah 

menyayangkan ketika melihat kinerja LPDB yang hingga menjelang akhir tahun 

2018 lembaga tersebut belum juga menyalurkan kredit secara maksimal kepada 

UMKM (www.gobalnews.id).  

Diperlukan inovasi agar UMKM menjadi bankable, pemerintah sendiri 

telah menargetkan penyaluran KUR pada tahun 2019 sebesar Rp.140 triliun yang 

berarti lebih besar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp.123,8 triliun. Realisasi 

penyaluran KUR hingga akhir agustus 2019 telah mencapai Rp.102,021 triliun 

disalurkan kepada 3,6 juta debitur. Kendati demikian, jumlah UMKM yang 

bankable tidak signifikan jumlahnya. Salah satu penyebabnya adalah penyaluran 

KUR yang tidak tepat sasaran  (www.berempat.com). 

http://www.kompas.com/
http://www.gobalnews.id/
http://www.berempat.com/
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Saat situasi dan kondisi di mana banyak UMKM yang belum melakukan 

penyusunan laporan keuangan, maka diperlukan inovasi dalam penyusunan 

laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. UMKM saat 

ini sedikit di permudah dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) yang di mana Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro Kecil dan Menengah (ED SAK EMKM) telah di setujui oleh 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 18 Mei 2016 dan 

mulai diberlakukan efektif mulai tanggal 1 Januari 2018. SAK EMKM dapat 

membantu memudahkan pelaku UMKM dalam mengaplikasikan akuntansi pada 

usaha mereka sehingga dapat dengan mudah menyusun laporan keuangan sesuai 

dengan standar. SAK EMKM bisa dikatakan sederhana, namun dapat memberikan 

informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan (Putra, 2018). 

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2016:1) Entitas Mikro, Kecil dan 

Menengah (EMKM) merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang 

signifikan, yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku di 

Indonesia, setidak-tidaknya selama dua tahun berturut – turut. Tertulis SAK 

EMKM, laporan keuangan entitas disusun dengan menggunakan asumsi dasar 

akrual dan kelangsungan usaha, sebagaimana juga digunakan entitas selain entitas 

mikro, kecil, dan menengah serta menggunakan konsep entitas bisnis. 

Dimplementasikannya SAK EMKM terhadap UMKM juga diharapkan 

membuat berkembangnya UMKM didalam perekonomian Indonesia. SAK 
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EMKM memberi kemudahan untuk UMKM karena ketentuan pelaporan yang 

mudah dimengerti didalam penerapannya. Namun, pada praktiknya seperti dalam 

fenomena diatas banyak UMKM yang tidak mendapat akses permodalan hanya 

dikarenakan mereka dianggap tidak bankable, seharusnya para pelaku UMKM 

bisa membuktikan dengan laporan keuangan bahwa mereka layak mendapatkan 

akses permodalan. 

Faktor pertama yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM adalah 

persepsi pengusaha UMKM. Persepsi dapat diartikan sebagai cara pandang 

seseorang terhadap sesuatu baik objek atau peristiwa yang dilihat atau dialaminya 

dan dapat mempengaruhi sikap seseorang. Persepsi dalam lingkup ini mengenai 

persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan SAK EMKM. Semakin baik 

persepsi pengusaha UMKM, maka SAK EMKM dapat diterapkan dengan baik 

(Tama,dkk. 2018).  Persepsi pelaku UMKM adalah proses belajar seseorang 

melalui prasangka dari informasi baik dari pendengaran dan penglihatan (Janrosl, 

2018). Seorang pelaku usaha harusnya memiliki persepsi bahwa akuntansi 

mempunyai banyak manfaat didalam dunia bisnis, diantaranya yaitu memberikan 

pemahaman tentang laporan keuangan (Nurfadhilah,dkk.2019). 

Penelitian yang dilakukan oleh Tama, dkk. (2018) menyatakan bahwa 

persepsi pengusaha UMKM berpengaruh positif terhadap penerapan SAK 

EMKM. Hasil penelitian ini didukung oleh Rusdiantoro dan Siregar (2012), 

Setijawan dan Permatasari (2014), Pradipta dan Supadmi (2015), Nerrisa dan 

Hapsari (2015), Febriyanti dan Wardhani (2015), Dewi, dkk. (2017), Badria dan 
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Diana (2018), Nurfadilah, dkk. (2019) membuktikan bahwa persepsi pengusaha 

UMKM berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM.  

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi penerapan SAK EMKM adalah 

organizational change readiness atau kesiapan organisasi untuk berubah. (Tama, 

dkk. 2018). Organizational change readiness pada penerapan SAK EMKM, 

dimana persiapan organisasi untuk melakukan perubahan sangat dibutuhkan 

didalam penerapan SAK EMKM. Hal ini juga akan berlaku jika ketika suatu 

usaha atau UMKM  memiliki kesiapan untuk menerapkan SAK EMKM, maka 

UMKM mampu menerapkan perubahan didalam usahanya terkait dengan 

pencatatan atau pembukuan hingga laporan keuangan yang disesuaikan dengan 

standar akuntansi yang berlaku dalam hal ini adalah SAK EMKM. Penelitian yang 

dilakukan oleh Tama, dkk. (2018) menunjukkan bahwa organizational change 

readiness berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan SAK EMKM. 

Penelitian mengenai persepsi pengusaha UMKM masih menunjukkan hasil 

yang tidak konsisten, selain itu masih mengenai organizational change readiness 

belum banyak penelitian yang meneliti variabel tersebut, sehingga dilakukan lagi 

penelitian tentang pengaruh persepsi pengusaha UMKM dan organizational 

change readiness terhadap penerapan SAK EMKM. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Tama,dkk. (2018). Penelitian ini dengan penelitian Tama,dkk. (2018) 

memiliki beberapa perbedaan. Pertama penambahan variabel independen. 

Penelitian Tama,dkk. (2018) menggunakan dua variabel independen yaitu 

persepsi pengusaha UMKM dan organizational change readiness, sedangkan 
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penelitian ini menambah dua variabel independen yaitu motivasi pemilik dan 

sosialisasi. Motivasi berasal dari kata movere yang berarti dorongan atau 

menggerakkan. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya 

dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai 

dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan (Meidiyustiyani, 2016). Alasan 

menambah variabel motivasi pemilik adalah motivasi pemilik menjadi langkah 

pertama dalam menerapkan SAK EMKM, dalam pengajuan pinjaman tambahan 

modal kepada bank mengharuskan untuk memenuhi beberapa syarat salah satu 

diantaranya adalah laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini 

memacu pemilik untuk menerapkan SAK EMKM dalam pembuatan laporan 

keuangan usahanya. 

Sosialisasi SAK EMKM merupakan proses individu belajar bagaimana 

menyesuaikan diri dengan lingkungan tertentu dan bagaimana mengoordinasikan 

perilakunya dengan perilaku orang lain dan belajar sesuai peranan dan peraturan 

yang ditetapkan yakni SAK EMKM (Janrosl. 2018). Alasan menambah variabel 

sosialisasi adalah banyak instansi baik pemerintah ataupun lainnya yang 

melakukan sosialisasi mengenai SAK EMKM dan juga banyak ahli 

mengasumsikan bahwa SAK EMKM ini lebih sederhana dan mudah di 

aplikasikan oleh para pengusaha UMKM.  

Perbedaan kedua, terdapat perbedaan pada populasi penelitian yang 

sebelumnya pada UMKM di satu kabupaten yaitu Kabupaten Buleleng, sedangkan 

pada penelitian ini di berluas populasinya pada UMKM se-eks Karesidenan Pati 

yang memiliki 5 kabupaten yaitu Jepara, Kudus, Pati, Rembang dan Blora.  
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Berdasarkan uraian latar belakang, maka penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh Persepsi Pengusaha UMKM, Organizational Change Readiness, 

Motivasi Pemilik dan Sosialisasi dalam Penerapan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Pada UMKM Se Eks-

Karesidenan Pati)”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini memerlukan pembatasan 

masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini lebih terfokus dan terarah. 

Adapun pembatasan masalah dalam ruang lingkup pembahasan penelitian 

mengenai seberapa besar pengaruh variabel independen (persepsi pengusaha 

UMKM, organizational change readiness, motivasi pemilik, dan sosialisasi) 

terhadap penerapan SAK EMKM. Populasi yang diambil dalam penelitian ini 

adalah UMKM se Eks-Karesidenan Pati. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, permasalahan – 

permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM bermuara pada masalah 

pencatatan dan pengelolaan laporan keuangan usaha, masih minimnya UMKM 

yang membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM yang menyebabkan 

banyaknya peluang pelaku usaha gagal mendapat pinjaman modal maupun yang 

lainnya. Untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya pembuatan 

laporan keuangan sesuai dengan SAK yang berlaku, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan SAK 
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EMKM yaitu persepsi pengusaha UMKM, organizational change readiness, 

motivasi pemilik dan sosialisasi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh 

persepsi pengusaha UMKM, organizational change readiness, motivasi pemilik 

dan sosialisasi dalam penerapan SAK EMKM pada UMKM se eks-Karesidenan 

Pati. Terdapat beberapa teori yang melandasi penelitian ini diantaranya pertama,  

teori technology acceptance model (TAM) yang menggambarkan bagaimana 

sebuah teknologi baru dalam hal ini SAK EMKM dapat diterima dan 

dipergunakan dengan baik. Kedua, teori existence, relatedness, growth (ERG) 

yang mengelompokkan kebutuhan menjadi tiga tingkat hierarki yaitu kebutuhan 

eksistensi, keterikatan, dan pertumbuhan. Ketiga, teori unified theory of 

acceptance and use of technology (UTAUT) yang bertujuan untuk menjelaskan 

minat seseorang untuk menggunakan suatu sistem informasi teknologi dan 

perilaku bagi pengguna lainnya.  

1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis terhadap berbagai pihak yang memiliki hubungan dengan 

penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi implementasi SAK EMKM pada UMKM. 
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b. Bagi Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti lain diharapkan dapat menambah wawasan serta referensi 

untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam yang berkaitan dengan 

penerapan SAK EMKM. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Pengusaha UMKM 

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran mengenai 

pentingnya pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan, SAK 

EMKM, serta membantu mengetahui kendala yang dihadapi dalam 

menerapkan SAK EMKM. 

b. Bagi Pemerintah (Dinas Koperasi dan UKM) 

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi 

Dinas Koperasi dan UKM khususnya di Jawa Tengah tentang 

implementasi SAK EMKM pada UMKM serta untuk mengintensifkan 

penyelenggaraan sosialisasi SAK EMKM. 


